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PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

 

NOMOR  10 TAHUN  2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan petunjuk teknis 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014 dan 
optimalisasi penggunaan Anggaran dan Pendapatan Daerah 

Tahun Anggaran 2014 sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 

2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republi 
Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaandan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



 2 

 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

 
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5043) ; 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler    dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan  Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor 4578); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4585); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4614); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

 
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 
 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 
 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 
 

29. 

 

30. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai 

Selatan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Sumbangan Pihak 
Ketiga kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1988 Nomor 7 Seri D, 

Nomor Seri 6); 
 

31. 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Seri E Nomor Seri 1); 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 14) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2007 Nomor  13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 99); 

 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
110); 

 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 5); 

 
35. 

 

 

36. 
 

 
 

37. 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 04 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2010 Nomor 4); 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 47 Tahun 2013 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2013 Nomor 335); 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 47 Tahun 2013 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2013 Nomor 335) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai 
Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 5); 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 
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Pasal  I 

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai 

Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 335) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih 

lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

2. Lampiran I untuk Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 

Anggaran 2014 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Lampiran II untuk Urusan Wajib Pendidikan pada Organisasi Dinas 

Pendidikan, Urusan Kesehatan pada Organisasi Dinas Kesehatan dan 

Organisasi RSUD H. Hasan Basery, Urusan Pekerjaan Umum pada 

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Urusan Perhubungan pada 

Organisasi Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi, Urusan 

Lingkungan Hidup pada Organisasi Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan, 

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Organisasi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Keluarga Berencana dan 

Keluarga Sejahtera pada Organisasi Badan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Urusan Kebudayaan pada 

Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,  Urusan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Dalam Negeri pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, 

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian pada 

organisasi Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi dan Pembangunan dan 

Bagian Tata Pemerintahan) dan organisasi Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Urusan Ketahanan Pangan 

pada Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Urusan 

Pertanian pada Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura, Urusan  Kehutanan pada Organisasi Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan, dan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan 

dan Peternakan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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  Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 
 

 
     Ditetapkan di Kandangan 
     pada tanggal  20 Maret 201420 Maret 

2014   
 
     BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
                                                                         ttd 

                                                                          
 

               ACHMAD FIKRY 

  
Diundangkan di Kandangan 

 pada tanggal  20 Maret 2014     

 
             SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
        

      

    ttd 
 

                    M. IDEHAM 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
                TAHUN  2014  NOMOR 10 
  


